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Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai strategi implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, dengan rumusan masalah : 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat belum efektif ? 2) Strategi kebijakan apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat efektif ?
Analisis implementasi kebijakan menggunakan A Model of the Policy Implementation yang direkomendasikan Van Meter and Van Horn (2005), kemudian analisis teoritik yang menjadi dasar untuk melakukan rekonstruksi strategi kebijakan adalah strategi collaborative governance, menggunakan  tingkatan dan model kemitraan dari Wanna (2008) yang meliputi : visi bersama (shared vision) partisipasi, jejaring, dan kemitraan. 
Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Belum efektifnya strategi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran disebabkan oleh faktor-faktor: 1) Sasaran dan target strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, belum secara jelas dapat diukur, 2) Sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan dalam mendukung pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata sangat minim, 3) Koordinasi lintas dinas dan lintas stakeholders yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum terlaksana secara efektif, 4) Komunikasi antar organisasi, SOP (Standar Operasional Prosedur), dan struktur kerja strategi pengembangan pariwisata belum terlaksana secara efektif, 5) Disposisi atau sikap para pelaksana berkaitan dengan pemahaman, kapabilitas, komitmen dan kualitas kepemimpinan didalam pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata belum optimal, 6) Daya dukung lingkungan sosial, ekonomi dan politik melalui DPRD dan dukungan SKPD lain belum optimal, 7) Tidak terdapat kejelasan dan kepastian normatif menyangkut institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan wisata.
Strategi kebijakan yang efektif dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat adalah dengan menggunakan strategi collaborative governance.


















Sektor pariwisata saat ini merupakan salah satu sektor unggulan yang dikembangkan oleh banyak negara dalam rangka meningkatkan pendapatan nasionalnya. Disamping dapat meningkatkan pendapatan nasional, sektor ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam perekonomian dunia, pariwisata saat ini dipandang sebagai sektor yang paling terkemuka, karena mempunyai pengaruh secara strategis pada perekonomian di banyak negara. Peran pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi nasional memiliki posisi yang strategis. Pengembangan pariwisata tidak hanya meningkatkan perolehan devisa negara (foreign exchange), tetapi juga sebagai katalisator pembangunan yang dapat memberikan dampak positif bagi penciptaan dan peningkatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha, peningkatan penerimaan pajak dan pendapatan nasional (Gelgel, 2006).
Sehubungan dengan hal itu, maka sangatlah beralasan jika di era otonomi daerah ini, berbagai daerah melalui kebijakan pemerintah daerah setempat berusaha menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dapat memacu peningkatan sektor kepariwisataan. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, arah pembangunan kepariwisataan nasional dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberian perluasan kesempatan kerja.
Pembagian kewenangan antara daerah dan pusat terlihat jelas ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Dalam undang-undang pemerintahan daerah ditegaskan mana yang menjadi tugas dan kewenangan pusat dan mana yang merupakan tugas dan kewenangan daerah. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 
Pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan didasarkan kepada eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerintah dan Pemerintah daerah. Disadari bahwa pengembangan pariwisata, bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan, tentunya lebih memahami potensi daerahnya, sehingga akan lebih tepat dalam menentukan obyek wisata yang perlu dikembangkan. 
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dilakukan pemerintah pusat untuk memberikan kepada pemerintah daerah kewenangan membangun daerahnya secara mandiri dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terdapat di masing-masing daerah dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan sebuah alternatif solusi mengingat tidak semua masalah pembangunan bisa diselesaikan secara baik oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah diyakini menjadikan kesempatan yang baik bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan daerahnya secara lebih optimal. lebih dari itu, daerah akan memperoleh perimbangan keuangan yang adil, sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 
Sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat dengan potensi terbesar di sektor pariwisata, sehingga menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang menghasilkan pendapatan daerah terbesar, di Kabupaten Pangandaran sampai saat ini terdapat beberapa obyek wisata yang telah menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. 
Saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran telah menfokuskan perhatiannya untuk mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor utama dalam pembangunan daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renja tahunan Kabupaten Pangandaran, bidang pariwisata menjadi salah satu prioritas pengembangan daerah.
Pada prakteknya, pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran saat ini terkendala pada masih kurangnya perhatian stakeholders terhadap pengembangan kawasan objek wisata baik dari pemerintah daerah, masyarakat ataupun pengusaha, sehingga pengelolaan kawasan belum tergali secara maksimal. Selanjutnya kontribusi sektor pariwisasta dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat cenderung belum dirasakan. Hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukan bahwa permasalahan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1.	Masih kurang/buruknya kondisi insfrastruktur dasar terutama jalan yang menyebabkan aksesibilitas ke sebagian wilayah dirasakan sulit serta menghambat konektivitas dan pengembangan pembangunan secara inklusif.
2.	Belum optimalnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan daerah tujuan wisata di Kabupaten Pangandaran. Hingga saat ini akses pariwisata yang tersedia hanya melalui jalan darat saja yaitu jalan raya, sementara kondisi jalan raya yang ada belum begitu baik secara keseluruhan. Dengan demikian untuk mengembangkan sektor kepariwisataan ke depan Kabupaten Pangandaran membutuhkan akses transfortasi lain seperti bandara, jalur kereta api, jalan tol bahkan pelabuhan.
3.	Belum efektifnya kemitraan pemerintah daerah (Pemda) dengan masyarakat lokal dan dunia industri dalam melakukan kolaborasi nilai-nilai budaya masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kolaborasi nilai-nilai budaya dalam sektor pariwisata, seperti melalui media tarian ronggeng atau jenis lainnya yang seharusnya dapat dijadikan sebagai motor penggerak promosi pariwisata Kabupaten Pangandaran.
4.	Belum optimalnya pengembangan destinasi kawasan di Kabupaten Pangandaran, hal ini terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan wisata, seperti tempat penginapan untuk wisatawan, sarana informasi, perbankan, lokasi parkir mobil maupun bus yang cukup sempit, sehingga di hari-hari libur atau hari-hari besar lokasi parkir masih belum dapat menampung kendaraan. Jumlah kendaraan wisatawan bahkan melebihi kapasitas tempat parkir sehingga harus parkir di bahu jalan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fasilitas di hampir seluruh objek wisata Kabupaten Pangandaran masih sangat minim padahal dengan adanya fasilitas yang mendukung dapat membantu pengembangan dalam meningkatkan pendapatan operasional.
5.	Strategi pengembangan dan penataan kawasan wisata Kabupaten Pangandaran yang belum efektif. Strategi dibangun untuk menghasilkan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti yang telah terjadi di kawasan pantai pangandaran sebagai destinasi paling favorit wisatawan, para pedagang kaki lima yang kini ada di zona inti telah dipindahkan ke bagian belakang, namun karena pemindahan pedagang tidak mengikuti jalur lintas wisatawan, maka interaksi para pedagang dengan wisatawan sulit terjadi, lama kelamaan pedagang kembali masuk ke zona inti. Akhirnya, relokasi pedagang kaki lima dan tempat parkir yang telah menghabiskan jutaan rupiah disia-siakan begitu saja dan menjadi tidak terawat.
6.	Pengembangan kegiatan pariwisata masih berfokus pada pengembangan aspek destinasi alam. Belum terlihat upaya menciptakan objek pariwisata baru yang bersifat non-fisik, seperti mengembangkan potensi kebudayaan yang dimiliki, semisal upacara adat atau prosesi kultural unik lainnya. 
7.	Pengelolaan sampah yang masih buruk, terutama saat musim libur. Dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat membuat banyak sampah berserakan di hampir seluruh lokasi wisata. Selain karena kurangnya kesadaran dari para wisatawan mengenai pentingnya kebersihan pantai, juga karena ketersediaan tempat sampah di sekitar lokasi wisata yang masih minim.

Untuk mengatasi permasalahan pengembangan pariwisata diperlukan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang lebih optimal dalam mengelola sektor pariwisata. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pada konteks global, persaingan dunia pariwisata sudah semakin ketat, sehingga diperlukan strategi yang tepat yang dapat mendorong kemampuan dan kesanggupan untuk bersaing dengan daerah tujuan wisata lain baik regional, nasional, maupun global.
Sejauh ini pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran belum optimal, sehingga belum mampu meningkatkan ketertarikan wisatawan. Sebagaimana hasil observasi peneliti, belum efektifnya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:
1.	Belum optimalnya koordinasi kelembagaan di daerah, adanya kesenjangan aparatur dan kewenangan masih menjadi masalah utama bagi berjalannya sistem pemerintahan sehingga dengan itu maka roda pemerintahan menjadi sedikit terhambat untuk dapat menyesuaikan dengan kabupaten lainnya khususnya dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.
2.	Masih belum maksimalnya dukungan sumber daya manusia (human resources) di dalam pelaksanaan teknis operasional kerja diindikasikan dengan masih kurang maksimalnya pedoman pola kerja teknis yang diterapkan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.
3.	Keterlaksanaan komunikasi dan koordinasi diantara pelaksana kebijakan masih kurang maksimal, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan koordinasi antar SKPD yang dilakukan belum intensif dan berkelanjutan, dengan baiknya komunikasi dan koordinasi maka program-program yang tercantum di dalam kebijakan pengembangan pariwisata dapat direalisasikan sesuai dengan sasarannya.
4.	Ketidakjelasan struktur kerja dan fungsi kerja yang ditetapkan bagi pihak-pihak pelaksana kebijakan, akibatnya pola hubungan dan norma-norma kerja menjadi tidak efektif bahkan cenderung stagnan sehingga menimbulkan ketidakefektifan terhadap program-program kebijakan pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan.
5.	Masih rendahnya peran serta stakeholder di dalam mendukung kebijakan pengembangan pariwisata hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat yang minim bahkan cenderung acuh serta tidak ikut terlibat dalam kebijakan tersebut.
6.	Belum optimalnya penyelenggaraan promosi secara terintegrasi yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun para pengusaha dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi pariwisata. Hal ini ditandai dengan belum adanya pusat informasi yang terencana, sehingga penyebaran promosi dilakukan secara sendiri-sendiri.

Potensi wisata di Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu daerah destinasi wisata yang mempunyai objek wisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni dan budaya atau wisata lainnya belum seluruhnya dikelola secara profesional, maka peranan pemerintah sebagai fasilitator sangatlah strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata tersebut, melalui empat hal utama yaitu; perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, serta pembuatan dan penegakan peraturan (regulation).
Kritik bahwa pembangunan hanya menjadi kepentingan pihak tertentu, menyadarkan pemerintah perlunya collaborative governance yang lebih beretika. Terlebih bahwa urgensi sektor pariwisata sebagai locus penelitian ini didasari pertimbangan sebagai berikut: Pertama, dilematis otonomi daerah dimana pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya, sehingga menjadikan sektor pariwisata sebagai leading sector dalam capaian peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); Kedua, adanya perubahan perspektif pengelolaan pada sektor pariwisata yang mengalami pergeseran mulai dari high-volume production of standart commodities menjadi high-volume production of unque commodities. Artinya model pengelolaan pariwisata yang massal dengan banyak mengundang dan mengikutsertakan investor swasta bahkan asing, perlindungan yang berlebihan terhadap sektor swasta, banyak mengeluarkan izin pengelolaan yang bersifat eksklusif, menjadi sangat jauh dari jangkauan masyarakat lokal, bahkan berdampak pada sosial, ekonomi serta lingkungan yang merugikan terutama bagi komunitas lokal.




Berdasarkan pada latar belakang, terkait dengan strategi implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
1.	Faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat belum efektif ?
2.	Strategi kebijakan apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat efektif ?

1.3.	Maksud dan Tujuan Penelitian
1.	Maksud Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan mengungkap fakta empirik berkenaan dengan strategi implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, dan strategi collaborative governance.

2.	Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis: 
1.	Faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat belum efektif .







































Administrasi adalah serangkaian kegiatan atau proses pengendalian cara atau sistem kerjasama sejumlah orang, agar berlangsung efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan bersama. Herbert (2012:11) memberikan pendapatnya tentang administrasi sebagai berikut: “administration can be defined as the activities of group cooperating to accomplish common goals” (administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan dari kelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama). Kemudian menurut Gulick (2011:14) “administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives” (administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan). Selanjutnya menurut Handayaningrat (2013:1) administrasi merupakan:

Ilmu pengetahuan termasuk kelompok “applied sciences”, karena kemanfaatannya hanya ada apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalilnya diterapkan untuk meningkatkan mutu berbagai kehidupan bangsa dan negara. Sedangkan Administrasi dalam praktek atau sebagai suatu seni pada zaman modern sekarang ini merupakan proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara terus-menerus, agar admininistrasi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan benar-benar dapat memegang peranan yang diharapkan.”

Sementara itu Pasolong (2012:8) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah :

Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan dan pelayanan publik.
Penafsiran para ahli administrasi publik terkait dengan definisi kebijakan publik, secara umum menunjukan tafsiran yang berbeda-beda. Akan tetapi, ada juga yang memiliki kesamaan persepsi atas definisi kebijakan publik tersebut. Definisi kebijakan publik yang paling populer atau dikenal masyarakat adalah pendapat dari Dye (2008:7) kebijakan publik adalah “whatever goverments choose to do or not to do” (apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye mengatakan, jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus memiliki tujuan dan kebijakan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara, karena dampaknya sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap publik.
Berbeda dengan pendapat Federich (2010:18) yang mendefinisikan kebijakan  sebagai “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu”.
Berdasarkan pendapat berbagai ahli di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.
Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, dan perlu dikomunikasikan. Edward (2003:10) mengungkapkan komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain : dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. 

Selanjutnya kebijakan menurut Jenkins (2002:23) dikemukakan sebagai berikut :
Serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Definisi lain mengenai kebijakan menurut Friedrich (2001:41) mengatakan kebijakan adalah :
Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.
Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Winarno (2008:146) implementasi kebijakan publik didefinisikan sebagai:

Tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan, yang dilakukan oleh organisasi publik dan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian tersebut, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui derivate. Derivate atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. 
Dalam sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan itu melaksanakan pekerjaan tersebut hari demi hari sehingga menuju kinerja kebijakan. Implementasi kebijakan tersebut dapat melibatkan banyak aktor sehingga sebuah kebijakan bisa menjadi rumit. Kerumitan dalam tahap implementasi kebijakan bukan hanya ditunjukan dari banyaknya aktor kebijakan yang terlibat, namun juga variabel-variabel yang terkait di dalamnya.
Menurut Van Meter dan Van Horn (2005:99) terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : 
1.	Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
2.	Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources). 
3.	Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
4.	Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
5.	Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki.
6.	Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan.

Namun demikian ada satu hal yang paling esensial pada model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu model ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan akan menuju “kinerja”. Untuk mencapai suatu kebijakan tentunya diperlukan suatu strategi. Menurut Stanton (2014:4) mengatakan strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Rencana dalam mencapai tujuan tersebut sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal organisasi. Begitu juga dengan Christensen (2013:3) mengungkapkan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai keunggulan bersaing. Lebih lanjut Porter (2012:4) mengungkapkan bahwa strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keuggulan bersaing. Sedangkan menurut Chandler (2012:3) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi atau organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. 
Dari beberapa tinjauan di atas, maka dapat dicapai sebuah pengertian tentang strategi yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu suatu kesatuan rencana dalam bentuk program-program yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Akan tetapi dengan adanya keterbatasan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, menempatkan investor atau pihak swasta pada peran yang sangat diperlukan untuk menciptakan dan juga mengembangkan sarana dan prasarana dalam pengembangan sektor pariwisata. Oleh sebab itu, diperlukan kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah atau organisasi privat yang lebih dikenal dengan Collaborative Governance. menurut Ansell and Gash (2007:22) bahwa Collaborative governance adalah:

A governing arrangement where one or more public agencies directlyengage non-state stakeholders in a collective decision-making processthat is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims tomake or implement public policy or manage public programs orassets. (Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholders non state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset).

Sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Wanna (2008), menurut Eppel (2013) bahwa transformasi collaborative governance yaitu:

Dapat dicermati dari hubungan (relationship) diantara pilar governance yang membentuk suatu kontinum dari hubungan informal hingga sampai formal. Dimana dalam proses transformasi tersebut dimulai dari pengakuan akan keberadaan bersama (co-existence), kemudian melakukan komunikasi (communication), kooperasi (cooperation), koordinasi (co-ordination) hingga sampai pada kolaborasi (collaboration).

Dari pendapat di atas, menurut Wanna (2008) bahwa tahapan collaborative governance bisa dimulai dari tahapan sebagai berikut:
1.	Membangun Visi Bersama (Shared vision); Setiap organisasi atau kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu pasti dilandasi adanya visi yang jelas dan menantang di masa depan.
2.	Partisipasi (Participative); Keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan pariwisata memerlukan adanya struktur yang jelas. Partisipasi aktif merupakan syarat mutlak agar proses governance dapat berlangsung. Setelah terbangun visi bersama diantara stakeholder maka setiap komponen akan melakukan partisipasi sucara sukarela tanpa diperintah.
3.	Jejaring (Network); Setelah terjadinya partisipasi yang aktif dari stakeholder maka diantara stakeholder agar terjadi relasi yang baik maka perlu adanya jejaring yang kuat. Jejaring telah diakui secara luas baik oleh akademisi dan praktisi sebagai bentuk penting dari pemerintahan multi-organisasi.
4.	Kemitraan (Partnership); Fase yang paling tinggi dari kolaboratif adalah terjalinnya kemitraan antara stakeholder yang terlibat dalam urusan pariwisata. Konsep kolaborasi yang menunjukkan adanya skala dan tingkat intensitas maka sebagai kelanjutan dari partisipasi akan memunculkan kemitraan.

Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Pangandaran dengan segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri berbagai program pengembangan pariwisata karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, baik dalam bidang kapital atau modal, sumber daya manusia (SDM) ataupun skill manajemen. Dengan demikian penting untuk pemerintah daerah melakukan kerjasama atau kemitraan dengan aktor lain yaitu sektor privat (swasta) dan masyarakat.

2.2	Kerangka Pemikiran dan Proposisi
2.2.1	Kerangka Pemikiran
Perubahan paradigma manajemen telah mendorong berkembangnya administrasi publik yang sangat dinamis mengikuti dinamika lingkungannya. Perubahan paradigma tersebut menurut Osborne (2002:14) sebagai berikut:

Perubahan paradigma dari orientasi manajemen yang serba negara menjadi berorientasi pasar. Selama ini manajemen mengikuti paradigma yang lebih mengutamakan kepentingan negara. Kepentingan negara menjadi pertimbangan pertama dan utama untuk mengatasi segala macam persoalan yang timbul di masyarakat. 

Selanjutnya, untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan pariwisata diperlukan pemahaman yang baik dari sisi pemerintah selaku regulator maupun dari sisi pengusaha selaku pelaku bisnis. Pemerintah penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin, disisi lain pebisnis yang lebih fokus dan berorientasi pada keuntungan tentu tidak bisa seenaknya melakukan segala sesuatu demi mencapai keuntungan, tetapi harus menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah. 
Agar kebijakan pengembangan pariwisata dapat mencapai tujuannya, maka diperlukan dipersiapkan yang matang. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan publik (public policy implementation) dalam studi kebijakan publik, merupakan studi yang sangat krusial (Van Meter dan Van Horn, 2005), karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan publik, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik, maka dalam ranah implementasi, apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan bisa diwujudkan. Implementasi kebijakan adalah penerapan segala keputuan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan kebijakan itu. Implementasi menyangkut programmed implementation dan adapted implementation. Programmed impelementation yaitu pelaksana kegiatan harus mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan adapted implementation adalah pelaksanaan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan keadaan untuk keberhasilan tercapainya tujuan kebijakan, yang memungkinkan terjadinya perubahan, pemerincian dan penyesuaian. Untuk mendukung proses implementasi kebijakan tersebut, menurut Van Meter dan Van Horn (2005:99) terdapat 6 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut:
1.	Policy standards and objectives, which elaborate on the overall goals of the policy decision to provide concrete and more specific standards for assessing performance;
2.	The resources and incentives made available;
3.	The quality of inter-organizational relationship (we find in their discussion of this, as in so much of the American literature on implementation, an extensive discussion of aspect of federalism;
4.	The characteristics of the implementation agencies, including issues like organizational control but also, going back surely to inter-organizational issues, ‘the agency’s formal and informal linkages with the “policy-making” or “policy-enforcing” body;
5.	The ‘disposition’ or response of the implementers, involving three elements: ‘their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response to it (acceptance, neutrality, rejection) and the intensity of that response.
6.	The economic, social and political environment;

Kebijakan dalam pengembangan pariwisata menempatkan pemerintah dalam posisi strategis sebagai motor penggerak berbagai sektor dan kegiatan yang dapat mendukung serta menciptakan suasana yang kondusif bagi berjalannya pengembangan pariwisata di suatu daerah atau kawasan pariwisata. Langkah awal menuju kondisi tersebut dapat dilakukan dengan meletakan dasar bagi rencana pengembangan yang akan dilakukan yang biasanya tertuang dalam cetak biru atau master plan rencana kepariwisataan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan mulai dari bentuk undang-undang sampai kepada Keputusan Kepala Daerah.
Pewujudan suatu kebijakan memerlukan strategi bagi bekerjanya organizational learning process (Osborne, 2002). Proses belajarnya organisasi harus didekati dari sisi strategic management (Wheelen and Hunger, 2012:7), yakni “that set of managerial decisions and actions that determines the longterm performance of a corporation”. Artinya perlu ada seperangkat keputusan yang dijadikan dasar kebijakan bertindak untuk menentukan kinerja keorganisasian.  
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan strategi collaborative governance dalam kebijakan pengembangan pariwisata yang melibatkan pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan Non Governmental Organisation (NGO). Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah daerah, mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan skill SDM dan finansial. 
Agranoff & McGuire (2009:76), mendefinisikan collaborative governance sebagai berikut:
In particular, collaborative governance has put much emphasis on voluntary collaboration and horizontal relationships among multisectoral participants, since demands from clients often transcend the capacity and role of a single public organization, and require interaction among a wide range of organizations that are linked and engaged in public activities. Collaboration is necessary to enable governance to be structured so as to effectively meet the increasing demand that arises from managing across governmental, organizational and sectoral boundaries (secara khusus collaborative governance telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi diantara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral).

Sedangkan menurut Ansell and Gash (2007:22) bahwa Collaborative governance adalah:
A governing arrangement where one or more public agencies directlyengage non-state stakeholders in a collective decision-making processthat is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims tomake or implement public policy or manage public programs or assets. (Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholders non state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset).

Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri apabila pemerintah menjadi leader dan pembuat kebijakan sehingga ada kemungkinan lebih mendominasi dan masih membutuhkan partisipasi dari stakeholders lain. Keterlaksanaan kolaborasi dalam konteks ini merupakan cara merespon terhadap perubahan sehingga pemerintah daerah khususnya Kabupaten Pangandaran tetap aktif dan tetap efektif dalam suatu lingkungan manajemen publik yang kompleks dengan tetap melibatkan peran institusi-institusi lain yang relevan dengan tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, siapa/stakeholder mana yang dilibatkan atau harus dilibatkan dalam kolaborasi, dan bentuk serta proses kolaborasi dimungkinkan akan berbeda-beda dari sebuah wilayah isu tertentu ke isu lain dan dari satu sektor ke sektor lain. Hal ini penting untuk digarisbawahi. Kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran dapat saja berbeda dengan kolaborasi dalam isu-isu pengembangan pariwisata di wilayah lain. Menurut Wanna (2008:3) bahwa untuk mewujudkan collaborative governance yaitu:

Perlu adanya tahapan yang menunjukkan skala dan intensitas atau derajad dari kolaborasi tersebut, sedangkan kemitraan tidak menunjukkan adanya hal itu. Skala kolaborasi dapat digambarkan sebagai tangga yang menunjukkan meningkatnya komitmen dari tingkat terendah kolaborasi sederhana hingga ke tingkat tertinggi dan paling rumit terintegrasi. Tingkatan yang paling tinggi dari kolaborasi menimbulkan resiko politik dan manajerial yang sudah menjadi konsensus bersama, sedangkan kemitraan tidak akan menimbulkan resiko politik maupun manajerial.

Dengan mengacu pada konsep-konsep tersebut di atas dan diasumsikan bahwa proses collaborative governance juga mengalami transformasi sebagaimana dikemukakan Wanna (2008), Shergold (2008) dan Eppel (2014), maka collaborative governance bisa dimulai dari perumusan ide dan harapan bersama hingga diakhiri dengan adanya aktivitas kemitraan. Oleh karena itu, menurut Wanna (2008) bahwa tahapan collaborative governance adalah sebagai berikut:
1.	Membangun Visi Bersama (Shared vision); Setiap organisasi atau kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu pasti dilandasi adanya visi yang jelas dan menantang di masa depan.
2.	Partisipasi (Participative); Keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan pariwisata memerlukan adanya struktur yang jelas. Partisipasi aktif merupakan syarat mutlak agar proses governance dapat berlangsung. Setelah terbangun visi bersama diantara stakeholder maka setiap komponen akan melakukan partisipasi sucara sukarela tanpa diperintah.
3.	Jejaring (Network); Setelah terjadinya partisipasi yang aktif dari stakeholder maka diantara stakeholder agar terjadi relasi yang baik maka perlu adanya jejaring yang kuat. Jejaring telah diakui secara luas baik oleh akademisi dan praktisi sebagai bentuk penting dari pemerintahan multi-organisasi.
4.	Kemitraan (Partnership); Fase yang paling tinggi dari kolaboratif adalah terjalinnya kemitraan antara stakeholder yang terlibat dalam urusan pariwisata. Konsep kolaborasi yang menunjukkan adanya skala dan tingkat intensitas maka sebagai kelanjutan dari partisipasi akan memunculkan kemitraan.

Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dengan segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri berbagai program pengembangan pariwisata karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, baik dalam bidang kapital atau modal, sumber daya manusia (SDM) ataupun skill manajemen. Dengan demikian penting untuk pemerintah daerah melakukan kerjasama atau kemitraan dengan aktor lain yaitu sektor privat (swasta) dan masyarakat.
Kemudian penerapan reinventing government dalam pemerintahan, diindikasikan dengan pemenuhan persyaratan, yaitu : 1). penyiapan sumberdaya aparatur birokrasi yang siap dan mampu mendukung operasionalisasi konsep-konsep tersebut. 2). penyesuaian sistem dan prosedur kerja yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas kerja, 3). penyempurnaan peraturan-peraturan (regulasi) yang lebih akomodatif terhadap perubahan. Sehingga setiap kebijakan pemerintah yang direncanakan akan menjadi lebih efektif.














































Atas dasar kerangka pemikiran di atas, maka proposisi penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.	Terdapat faktor-faktor penghambat yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.















































Objek penelitian ini adalah strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata, dengan penentuan fokus penelitian berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Ada dua maksud tertentu yang akan dicapai dalam menetapkan fokus, yaitu sebagai pembatas studi dan untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau mamasukkan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 1995:62). Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, diharapkan dapat diketahui secara persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak relevan sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, diharapkan dapat diperoleh data yang tepat dan bermanfaat bagi analisis penelitian. Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini difokuskan pada strategi implementasi kebijakan dan collaborative governance dalam kebijakan pengembangan pariwisata. Agar dapat menghasilkan deskripsi yang padat maka penelitian akan dilakukan secermat mungkin dan selengkap-lengkapnya. Namun agar penelitian lebih tajam menjawab masalah yang diteliti, lebih konsisten dan observasi tidak melebar, maka ditentukan fokus penelitian sebagai berikut :
1.	Mendeskripsikan faktor-fakor penghambat yang menyebabkan belum efektifnya strategi implementasi kebijakan pariwisata.
2.	Pembahasan strategi yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan pariwisata efektif, yang meliputi : Peran stakeholder dalam shared vision (peran stakeholder dalam partisipasi, peran stakeholder dalam jejaring dan peran stakeholder dalam kemitraan).

3.2 Metode Penelitian Yang Digunakan
Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Landasan teoritisnya penelitian kualitatif bertumpu secara mendasar pada fenomenologi dan menggali makna dalam penelitian. Menurut Patton (2009:12) metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk meneliti isu terpilih, kasus-kasus atau kejadian secara mendalam dan detail, fakta berupa kumpulan dan tidak dibatasi oleh kategori yang ditetapkan sebelumnya. Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Studi kasus dipilih karena secara umum dapat memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif dan komprehensif terhadap unit yang diteliti. Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Dengan digunakannya pendekatan kualitatif, maka dapat dilakukan proses penelitian yang mengungkap fakta menurut keadaan atau situasi sosial yang sedang berlangsung, mengenai bagaimana pelaksanaan strategi implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.




Analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif, yakni sesudah meninggalkan lapangan. Selain menganalisis data peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasikan atau menjustifikasikan teori baru yang mungkin ditemukan. Selanjutnya secara teknis, analisis data dilakukan dalam penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut :
1.	Langkah-langkah analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, yakni proses reduksi data yang diperoleh, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sementara dilakukan selama pengumpulan data masih berlangsung, sedangkan untuk verifikasi dan penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data selesai.
2.	Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan
dokumentasi. Kemudian direduksi melalui kegiatan penajaman, penggolongan,
penyeleksian, dan pengorganisasian data. Penajaman dilakukan dengan
mentransformasi kata-kata dan kalimat yang panjang menjadi suatu kalimat yang ringkas dan lebih bermakna. Penggolongan data dilakukan melalui
pengelompokkan data sejenis dan mencari polanya.
3.	Penyajian data penelitian ditampilkan dengan gambaran yang jelas tentang fakta di lapangan dengan menggunakan penelitian data naratif, agar informasi mudah dipahami. Informasi disampaikan dengan sistematis, rinci, dan dapat disajikan dalam bentuk penjelasan, matrik, dan diagram.

Proses selanjutnya penarikan kesimpulan sementara dari informasi yang didapat dari lapangan. Selanjutnya peneliti melakukan verfikasi dari hasil penelitian. Bila kesimpulan sementara tersebut perlu mendapat data tambahan, maka dilakukan proses pengumpulan data kembali. Setelah selesai verfikasi maka peneliti melakukan pembahasan hasil temuan dari lapangan. Hasil temuan di lapangan disesuaikan dengan teori yang ada untuk mendapatkan kesesuaian dan mendapatkan kesimpulan akhir.
Selanjutnya peneliti menggunakan analisis SWOT. Penggunaan analisis SWOT dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor internal terkait dengan strategi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata sehingga diketahui faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Disamping menganalisis faktor internal juga dilakukan analisis faktor-faktor eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi dalam mencapai efektivitas strategi implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan dari hasil analisis SWOT, diperoleh alternatif- alternatif kebijakan terpilih dalam mengambil keputusan strategis. Analisis data didasarkan pada hasil kuesioner sehingga didapatkan persepsi ahli terhadap penilaian indikator-indikator utama, yang terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan hasil penilaian faktor-faktor internal dan eksternal, selanjutnya dilakukan identifikasi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, kesempatan dan peluang dari stakeholder. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunity). Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threat), yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan antara kondisi internal yaitu: kekuatan dan kelemahan dengan kondisi ekternal yaitu peluang dan ancaman yang ada, kemudian diimplementasikan dalam matriks SWOT, untuk mendapatkan beberapa strategi terbaik (the best strategy).
Proses pengambilan keputusan dalam menentukan strategi kebijakan pengembangan pariwisata yang tepat, tentu memerlukan analisis terhadap kondisi internal ataupun ekternal yang objektif, analisis ini akan diperoleh dari hasil penilaian pada kuesioner yang diisi oleh para informan yang telah ditentukan. Hasil penilaian kondisi internal dan eksternal ini akan menghasilkan sebuah kelompok- kelompok faktor-faktor yaitu; Strenght, weakness, opportunity, threat. Kemudian dari kelompok faktor-faktor yang diperoleh tersebut akan dilakukan sebuah analisis yaitu analisis matriks SWOT, dengan melakukan interaksi merger (penggabungan) dari kelompok faktor internal (strength, weakness), dengan kelompok faktor eksternal (opportunity, threat).

3.4.	Pemeriksaan Keabsahan Data
Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan data pelengkap lainnya. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.	Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Yaitu dengan melihat langsung ke lapangan tentang implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran dan mewawancarai secara langsung para pemangku kepentingan dan masyarakat.
2.	Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkait. Hasil wawancara yang dilakukan tersebut di check kembali apakah sesuai dengan isi dokumen yang ada.















































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Implementasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Belum Efektif

Pengembangan pariwisata haruslah dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata. Dalam hal ini pengembangan pariwisata diharapkan dapat menumbuhkembangkan suatu sistem kelembagaan yang ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten melalui regulasi yang ditegakkan secara efektif. Penetapan Pangandaran sebagai kawasan strategis, dan sekaligus sebagai salah satu pusat pertumbuhan pariwisata di Jawa Barat menuntut berbagai pemikiran inovatif. Oleh sebab itu, memperkuat kapasitas kelembagaan yang mampu mengakselerasi pengembangan kepariwisataan, khususnya dalam konteks tata kelola destinasi dan penguatan kelembagaan menjadi mutlak dilakukan.
Setidaknya terdapat empat tahap dalam pengembangan Destination Management Organization (DMO), yaitu gerakan peningkatan kesadaran kolektif dari berbagai pemangku kepentingan pada tahap pertama sehingga memiliki persepsi yang sama dalam mengembangkan destinasi pariwisata. Tahap kedua adalah pengembangan manajemen yang meliputi penataan dan perencanaan peta jalan pembangunan destinasi pariwisata. Sedangkan tahap ketiga adalah pengembangan bisnis untuk mendorong kemampuan wirausaha sehingga masyarakat lokal mendapat manfaat dari aktivitas pariwisata. Tahap terakhir adalah penguatan organisasi atau kelembagaan sehingga setiap pemangku kepentingan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap destinasi wisata tersebut. 
Hasil penelitian terkait dengan strategi implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1.	Policy standards and objectives (Standar dan Sasaran Kebijakan)
Implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh materi program yang telah dicapai dan melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
Selain itu, dari sisi substansi, keterkaitan antara kebijakan dengan berbagai kepentingan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan kepentingan itu akan menyangkut kepentingan institusi maupun pelaksana kebijakan dan dimensi-dimensi sasaran isi kebijakan. Berbagai kepentingan akan mewarnai sebuah kebijakan, sehingga keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Kepentingan berbagai fihak yang terangkum dalam isi kebijakan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan dampak yang ditimbulkannya. Sebuah kebijakan akan berhasil dilaksanakan jika tujuan dari kebijakan tersebut memiliki dampak bagi individu maupun kelompok kepentingan dimana kebijakan tersebut berlaku. Apakah tujuan dinyatakan secara jelas atau ambigu dan apakah pejabat politik dan administratif dapat menyepakati tujuan pelaksanaan program-programnya, dengan standar yang jelas dan terukur. 
Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut berkenaan dengan sejauhmana tingkat kejelasan dari sasaran dan target termuat dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.
Pengembangan pariwisata haruslah dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata. Dalam hal ini pengembangan pariwisata diharapkan dapat menumbuhkembangkan suatu sistem kelembagaan yang ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten melalui regulasi yang ditegakkan secara efektif. Penetapan Pangandaran sebagai kawasan strategis, dan sekaligus sebagai salah satu pusat pertumbuhan pariwisata di Jawa Barat menuntut berbagai pemikiran inovatif. Oleh sebab itu, memperkuat kapasitas kelembagaan yang mampu mengakselerasi pengembangan kepariwisataan, khususnya dalam konteks tata kelola destinasi dan penguatan kelembagaan menjadi mutlak dilakukan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa arah dari kebijakan kepariwisataan belum mencerminkan sasaran dan target infra struktur non fisik, sehingga keinginan dan harapan target groups eksternal belum terpenuhi, akibatnya proporsi daya dukung stakeholders kepariwisataan dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Pangandaran cenderung stagnan. Padahal pengembangan pariwisata yang mengacu pada kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan kabupaten Pangandaran menuntut keterlaksanaannya dilakukan secara partisipatif melalui masukan dan tanggapan kelompok kepentingan yang terkait dengan pengembangan pariwisata dalam bentuk rekomendasi program yang mampu mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran secara partisipatif. Demikian pula halnya dengan pengembangan promosi dan destinasi wisata, belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dipahami karena prioritas pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran masih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik.
Namun demikian, terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi,  dapat dianalisis pula bahwa kebijakan pengembangan pariwisata pada tahap pertama, yang diawali dari peningkatan kualitas infrastruktur kepariwisataan, diharapkan akan mengarah kepada pembentukan kesadaran kolektif dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan sehingga memiliki persepsi yang sama dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.
Untuk dapat lebih memaksimalkan standar dan sasaran kebijakan pariwisata maka penguatan aspek regulasi harus secara nyata dapat terlaksanakan dengan optimal. Penguatan instrumen kebijakan dan penguatan sistem regulasi pariwisata dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan untuk mendukung potensi pariwisata. Kelemahan yang mendasar pada birokrasi tidak lain adalah kelemahan dalam sistem koordinasi. Pada pemerintahan, banyak kebijakan lintas sektoral yang terbengkalai karena masalah birokrasi. Jika hendak mengatasi masalah itu, perlu dibangun sistem koordinasi agar sektor terkait memberikan dukungan kuat terhadap kebijakan dan program untuk pencapaian tujuan dan sasaran pariwisata serta efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

2.	The resources and incentives made available (Sumberdaya)
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources). Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Untuk merespon kecenderungan tersebut, maka setiap daerah tujuan wisata (destinasi) dituntut untuk mampu meningkatkan mutu sumberdaya manusia, karena sesungguhnya kualitas SDM inilah yang diyakini secara langsung akan menentukan mutu produk dan pelayanan wisata. Artinya, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu kunci untuk memenangkan persaingan global yang semakin kompetitif. Prasyarat untuk itu adalah sistem pendidikan dan pelatihan kepariwisataan yang mendukung penyesuaian, dan penerapan standar kompetensi tenaga kerja pariwisata.
Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan
keberhasilan suatu implementasi kebijakan baik secara kualitas maupun kuantitas.
Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah
ditetapkan secara politik. Misalnya untuk kebijakan yang berskala nasional akan
dibutuhkan sumber daya manusia yang banyak dengan kualitas sumber daya manusia yang bisa dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalamannya. Selain itu, sumber daya financial dan waktu menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya financial berkaitan dengan seberapa besar dana yang di anggarkan untuk suatu kebijakan. Tentunya semakin besar skala suatu kebijakan, maka dana yang dianggarkan juga akan semakin besar. Sumber daya financial ini akan menjamin keberlangsungan kebijakan ke depannya. Demikian pula sumber daya waktu, sarana dan prasarana yang juga harus diperhatikan agar suatu kebijakan bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditargetkan dengan sarana dan prasarana yang mendukung proses pelaksanaan.
Dari fakta empirik dapat dianalisis, bahwa kapabilitas aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, sebagai implementor kebijakan pengembangan pariwisata masih belum optimal. Bukan saja karena aspek kualifikasi pendidikannya, meskipun secara praktis sudah memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai program pengembangan yang telah ditetapkan, namun integritas pelaksana kegiatan harus terus disempurnakan. Tentu banyak hal yang bisa mempengaruhi integritas pelaksana kegiatan, sebagai individu perlu penguatan individu seperti yang dikemukakan Van Meter Van Horn penguatan individu dapat dilakukan dengan training and spesific skill, penyediaan personil profesional, merekrut dan mempertahankan staf yang kompeten, dan memperhatikan struktur kompensasi yang efektif.
Menyikapi permasalahan sumber daya manusia ini, studi dokumentasi yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah melakukan pemetaan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai yang diarahkan agar dapat menunjang pemahaman dan kompetensi kepariwisataan, untuk meningkatkan kapabilitas pegawai. Namun demikian, karena permasalahan anggaran, pemetaan diklat pegawai pun masih belum dapat secara maksimal dilakukan. 
Selanjutnya, peran strategis anggaran semakin menonjol karena merupakan alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran di masa mendatang, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, menetapkan otorisasi pengeluaran di masa mendatang, sebagai sarana pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kerja, alat motivasi pegawai, serta alat koordinasi bagi seluruh aktivitas berbagai unit kerja dalam birokrasi pemerintah. 
Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran tentu saja memerlukan dukungan anggaran pada ranah implementasi. Dukungan anggaran yang terutama termuat pada dokumen APBD menjadi demikian penting karena keterlaksanaan seluruh program akselerasi pengembangan pariwisata bertumpu pada ketersediaan anggaran untuk membiayai berbagai program dan proyek pengembangan.
Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa gambaran mengenai penganggaran pengembangan pariwisata kabupaten Pangandaran, dapat dikatakan masih jauh dibawah kebutuhan, sehingga tidak dapat memenuhi rencana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk melaksanakan berbagai program pengembangan, diantaranya, program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan destinasi wisata, program pengembangan kemitraan, dan program pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif.
Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi seperti terpapar di atas, dapat dianalisis bahwa sumberdaya anggaran merupakan titik kritis yang harus diperhatikan dalam semua sektor baik itu substansi kegiatan program-program akselerasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan, fasilitas kepariwisataan, maupun peningkatan kapasitas kelembagaan stakeholders kepariwisataan, sehingga fase demi fase perkembangan pariwisata dapat mengarah kepada capaian visi menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten pariwisata yang mendunia.
Terbatasnya jumlah anggaran tentu saja mempengaruhi pelaksanaan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan pariwisata, diantaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana obyek wisata menjadi tidak maksimal, terbatasnya upaya untuk mempromosikan potensi pariwisata secara efektif. Meskipun tidak selamanya jumlah anggaran yang dimiliki suatu instansi berpengaruh terhadap efektivitas peran instansi tersebut dalam pembangunan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor keterbatasan anggaran menjadi kendala tersendiri bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam mengembangkan potensi pariwisata. Terlebih jika melihat kondisi pariwisata di Kabupaten Pangandaran yang masih dalam taraf pengembangan, tentunya kebutuhan akan anggaran untuk menyelenggarakan pariwisata menjadi kebutuhan yang urgent, dan merupakan pengungkit serta pendorong agar pariwisata di Kabupaten Pangandaran dapat berkembang.
Keterbatasan anggaran dalam pengembangan sektor pariwisata sangat jelas berdampak pada belum maksimalnya insfrastruktur kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata adalah tersedianya insfrastruktur kepariwisataan. Keberadaan insfrastruktur kepariwisataan tentu saja mempengaruhi proses pelaksanaan program-program pengembangan pariwisata yang akan dilaksanakan. Hal lain adalah bahwa tidak semua obyek wisata di Kabupaten Pangandaran berada di wilayah yang strategis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan aksesbilitas melalui sarana dan prasarana yang baik, bukan hanya akses jalan menuju obyek wisata saja yang mengalami kerusakan tetapi juga akses jalan poros penghubung dengan wilayah lain mengalami kerusakan. Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kondisi perbaikan infrastruktur dalam bentuk jalan penghubung sedang dalam tahap pengerjaan dan perbaikan, meskipun baru terjadi pada sebagian kecil akses yang dibutuhkan. Hal ini tentu saja sangat mengganggu dan membahayakan keselamatan bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi obyek wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Pangandaran.
Tak hanya kondisi jalan, sarana dan prasarana pendukung juga masih kurang memadai. Keberadaan hotel dan penginapan, rumah makan dan restoran serta agen perjalanan dan tour guide masih kurang memadai. Sekalipun berbagai jenis penginapan dan rumah makan sudah mulai merambah masuk ke berbagai kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran, tetapi pada umumnya belum memenuhi kualitas yang memenuhi standar. Sebut saja untuk hotel berbintang masih sangat minim, kemudian restoran dan rumah makan yang sebagian besar belum memenuhi standar yang ditetapkan PHRI. Sekalipun sudah banyak restoran dengan berbagai jenis, tetapi untuk fasilitas meja dan kursi, pelayanan serta saluran pembuangan limbah masih tergolong belum memenuhi standar. Fakta empirik menunjukan bahwa sebagian besar petugas hotel dan restoran belum memiliki sertifikasi tertentu seperti yang disyaratkan oleh PHRI. Bahkan untuk travel agence, di Kabupaten Pangandaran baru terdapat 1 (satu) agen perjalanan dan tour guide, kebanyakan hanya menjalin kerjasama dengan agen perjalanan asal Bandung dan yogyakarta.

3.	The quality of inter-organizational relationship (Hubungan antar organisasi)
Implementasi sebuah program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antar Stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Tujuan dan sasaran kebijakan tersebut harus disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi kebijakan. Hal ini juga dibutuhkan karena melihat kenyataan bahwa semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran terhadap suatu kebijakan atau program maka akan mengurangi tingkat penolakan atau kekeliruan dalam mengimplementasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Dalam hal sosialisasi perlu juga dilihat bagaimana metode dan intensitas komunikasi dalam sosialisasi tersebut.
Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para
pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan kebijakan juga harus
konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan
dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan,
maka standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan
kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu, ada banyak program yang
membutuhkan dukungan dari instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi yang
baik antar instansi. Area atau luas lingkup pengambilan keputusan (Site decision making) menyangkut seberapa jauh kebijakan didesentralisasikan untuk pelaksanaannya atau, di sisi lain, seberapa besar kendali dari pusat politik atau birokrasi pemerintah terhadap kebijakan. Semakin besar kebijakan melibatkan kontrol pusat atau semakin banyak unsur birokrasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan akan semakin menyulitkan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian isi kebijakan harus dapat menggambarkan adanya desentralisasi kewenangan atau tanggungjawab pelaksanaan untuk menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Parameter yang pertama dari dimensi ini berkaitan dengan desentralisasi
Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian pula sebaliknya.
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang semestinya berperan sebagai perancang dan pelaksana kebijakan, memang kurang memiliki peran dominan dalam perencanaan pengembangan pariwisata pada tahap pertama ini, yakni pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan. Meski demikian, dalam berbagai kesempatan, Bupati Pangandaran dan seluruh perangkat dinas khususnya Disparbud, senantiasa mensosialisasikan program akselerasi pengembangan pariwisata kabupaten Pangandaran, dalam berbagai kesempatan, termasuk penggunaan media cetak maupun elektronik. 
Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan itu, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat, secara serasi, selaras, dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah Kabupaten Pangandaran untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Potensi pariwisata daerah yang dimanfaatkan menjadi obyek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora, fauna, kebudayaan daerah Kabupaten Pangandaran dan kebudayaan nasional baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa hasil karya manusia.
Bagaimana pun baiknya sebuah kebijakan, tanpa dukungan dan partisipasi dari stakeholders kepariwisataan, tidak dapat terimplementasi secara maksimal. Dukungan dan partisipasi dari stakeholders dan masyarakat yang tersebut dapat diupayakan oleh leading sektor terkait melalui intensitas komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terencana dan terarah. Komunikasi dan sosialisasi dilakukan sejak awal proses perencanaan, untuk menyerap berbagai alternatif program pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan para implementor. Dengan demikian apa pun program yang direncanakan sebagai devariat dari kebijakan pengembangan pariwisata, dapat direalisasikan, melalui dukungan penuh dari stakeholders dan masyarakat.
Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan, dapat dianalisis bahwa persoalan yang muncul adalah terkait dengan komitmen Kepala Dinas dalam memberdayakan stakeholders kepariwisataan sebagai target groups melalui inisiasi berbagai program unggulan yang dirancang sebagai satu kesatuan utuh pada draft rancangan perencanaan sehingga kebijakan pengembangan pariwisata akan menjadi populis bagi stakeholders kepariwisataan. Indikasi terhadap kekuatan komitmen ini nampaknya belum sesuai dengan harapan.


4.	The characteristics of the implementation agencies (karakteristik agen pelaksana)
Karakteristik agen pelaksana meliputi birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang kesemuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, struktur birokrasi pada organisasi pelaksana juga harus diperhatikan karena struktur birokrasi yang rumit pada suatu organisasi dapat menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme implementasi biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guidelin kebijakan/program. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya para implementor.
Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun diupayakan menghindari hal yang rumit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi harus menjamin adanya proses pengambilan keputusan atas suatu kejadian luar biasa (diluar prosedur) secara cepat dan dapat merespons perkembangan kebijakan dengan cepat. Karena itu, struktur harus didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari struktur weberian yang terlalu kaku dan hirarkis.
Namun demikian, terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran, informan dari unsur anggota DPRD mengungkapkan bahwa sampai sekarang tidak ada kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan wisata, seperti yang terjadi pada kawasan pantai pangandaran, belum terdapat regulasi yang jelas bagaimana kawasan pantai tersebut dikelola, dan tidak terdapat satu SKPD pun yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan pantai barat dan pantai timur pangandaran, yang merupakan destinasi unggulan.  
Kapasitas unsur pelaksana merupakan penunjuk kapasitas institusi dalam pelaksanaan program yang dapat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Aktivitas para pelaksana, keahlian yang dimilikinya, dedikasi pada tugas, dukungan elit politik dan akses sumber daya yang memadai akan meningkatkan kemampuan pelaksana kebijakan dalam mengatasi berbagai tuntutan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya. Kemampuan para pelaksana dalam merumuskan tujuan akan menentukan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan. Apakah tujuan dinyatakan secara jelas atau ambigu dan apakah pejabat politik dan administratif dalam menyepakati tujuan didasari oleh kemampuan yang memadai.
Dari hasil observasi yang dilakukan, di Kabupaten Pangandaran tampaknya belum ada badan dengan nomenklatur seperti yang dimaksud. Oleh karena itu, pembentukan BPPID di Kabupaten Pangandaran telah menjadi kebutuhan yang urgen untuk pengembangan sektor pariwisata, karena keberadaan BPPID akan menjadi komponen penguat jejaring industri pariwisata dan masyarakat pariwisata di Pangandaran. Kemudian dapat pula mengimplementasikan Return for Nature Theory. Meskipun bunyinya tidak disebutkan demikian, tetapi dari silogisme bahwa pendapatan dari industri pariwisata harus dikembalikan untuk pengembangan industri pariwisata dimasa berikutnya dapat ditemukan adanya. 
Pelaksanaan promosi wisata daerah yang belum digarap secara optimal, dapat dilihat dari data kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Unsur promosi pariwisata diharapkan menjadi alat utama untuk melakukan destinasi ke Kabupaten Pangandaran.
Dalam melaksanakan perannya sebagai leading sektor pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat sebagai salah satu pihak yang bersentuhan secara langsung dengan wisatawan di setiap obyek wisata. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki mind set pariwisata seperti yang diharapkan, sehingga hal tersebut mempengaruhi efektivitas peran dari pemerintah daerah sebagai motivator dan dinamisator dalam pengembangan pariwisata. 

5.	The disposition or response of the implementers (Disposisi Implementor)
Disposisi implementor mencakup beberapa hal seperti respon implementor terhadap kebijakan yang kemudian akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Dimana respon tersebut
dipengaruhi oleh pemahaman implementor terhadap kebijakan dan intensitas
disposisi implementor. Disposisi juga menunjuk kepada karakter yang menempel pada diri implementor kebijakan. Karakter yang penting dimiliki implementor adalah komitmen, kejujuran dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur cenderung bertahan diantara hambatan yang ditemuinya dalam implementasi kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada pada “arus” kebijakan yang telah ditetapkan. Komitmen dan kejujurannya juga akan membawanya semakin antusias dalam melaksanakan setiap tahapan kebijakan secara konsisten. Sikap yang demokratis dari implementor seperti melakukan sharing dengan kelompok sasaran akan meningkatkan kesan baik implementor di depan kelompok sasaran. Sikap ini juga dapat menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan implementor tentang suatu kebijakan. 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai implementor kebijakan amat memahami bahwa terdapat berbagai kelompok yang berkepentingan dengan kebijakan pengembangan pariwisata, yang dengan sendirinya akan membantu Dinas Pariwisata dalam mengembankan sektor kepariwisataan, sehingga kerjasama yang baik melalui pelibatan secara aktif kelompok-kelompok kepentingan tersebut dalam berbagai program kerja yang sudah dirumuskan, akan memudahkan pemerintah daerah dalam percepatan pencapaian tujuan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, dibawah koordinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. 
Respons para implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, yakni kognisi atau pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki, merupakan dimensi selanjutnya dari isi kebijakan. Suatu kebijakan yang menginginkan perubahan yang besar, maka semakin sulit dalam implementasinya. Dalam hal ini, perubahan yang besar yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan maka terdapat kesulitan dalam mencapai tujuannya. Tingkat perubahan yang diharapkan dari kebijakan akan mempengaruhi perbedaan dalam tingkat perilaku. Program tertentu memerlukan adaptasi yang lama untuk diterima karena membutuhkan proses pemahaman yang relatif lama, sehingga dapat menimbulkan perubahan sebagaimana diharapkan dalam isi kebijakan. Sementara itu adapula program yang tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dan memperoleh dukungan yang cukup serta partisipasi dari pihak penerima kebijakan. Manfaat lain dari kebijakan pengembangan pariwisata ini jelas tidak hanya secara kuantitatif terkait dengan kontribusinya terhadap peningkatan PAD dari berbagai sektor kepariwisataan tetapi juga mengungkit prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu partisipasi dan penguatan masyarakat pariwisata seperti peningkatan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kelembagaan kepariwisataan, serta tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat terutama dengan mengedapankan hospitality dalam konteks sadar wisata. 
Dari uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kondisi tersebut menunjukan komitmen dan pemahaman dari sebagian masyarakat pariwisata yang belum maksimal, sehingga persoalan pariwisata senantiasa menawarkan berbagai masalah yang semakin akut, dan semakin sulit untuk diselesaikan. Namun diakui Terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul dan sedang dalam penanganan pemerintah daerah melalui SKPD terkait, memperhatikan karakteristik objek dan daya tarik wisata, dan tradisi masyarakat, serta tuntutan pasar wisata yang dihadapi, maka pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran senantiasa tetap memperhatikan beberapa prinsip yakni; Prinsip keberlajutan (sustainability) dari pariwisata itu sendiri, Prinsip partisipasi masyarakat atau community based tourism development Prinsip terhadap daya dukung lingkungan pariwisata (environmental carrying capacity) agar pengembangan pariwisata tetap dapat dijaga kelestariannya.
Sementara itu, keberhasilan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran dapat dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil apabila program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

6.	The economic, social and political environment (Kondisi sosial, politik, dan ekonomi)
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi
kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan
kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif
dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan
eksternal yang kondusif. Tentang bagimana sosial dan budaya masyarakat, keadaan politik atau kekuatan politik yang sedang berkembang, sumber ekonomi masyarakat atau mata pencaharian mayoritas masyarakat sangat perlu diperhatikan agar suatu kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik tidaklah hadir pada ruang hampa, menurut Grindle tema yang muncul dalam sejumlah studi kasus adalah sejauh mana rejim politik dan administratif berkomitmen dan memiliki kekuatan untuk melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat. Pada konteks ini terjadi desentralisasi atau sebaliknya, dikendalikan dari pusat kekuasaan politik atau birokrasi pemerintah.
Benar bahwa urusan pengembangan pariwisata merupakan urusan bersama pemerintah daerah dan SKPD terkait, tapi semestinya kepentingan keterlaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata adalah menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 
Hal ini mencerminkan bahwa otoritas kekuasaan politik masih amat kental, inovasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai leading sektor pengembangan kepariwisataan yang merupakan cerminan desentralisasi belum nampak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Acuan arah dan tujuan pengembangan masih bersifat top down sebagai manifestasi politik sentralisasi pada skala pemerintah daerah kabupaten. Disisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata membutuhkan kewenangan yang kuat dalam mendapatkan proteksi dari kepentingan politis yang mungkin muncul dalam ranah kepariwisataan.
Selanjutnya masalah aksesibilitas stakeholders kepariwisataan terhadap sumber pendanaan yang akan membantu mereka dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang menunjang penguatan kelembagaan, tidak terakomodir dengan jelas. Padahal program penguatan kelembagaan pun merupakan salah satu program akselerasi yang senantiasa disosialisasikan oleh Bupati dalam berbagai kesempatan
Mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Kebijakan pengembangan pariwisata yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta dukungan SKPD teknis lain terkait dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang didukung oleh besaran anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang secara normatif adalah produk bersama pemerintah daerah bersama DPRD dalam bentuk peraturan daerah. 
Proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan RKPD yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, pada proses selanjutnya otoritas sepenuhnya masih ada pada Bupati untuk mengajukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dibahas bersama. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menyusun anggaran yang berpihak pada kebijakan pengembangan pariwisata dapat dipergunakan dalam hal substansi kegiatan mana yang menjadi prioritas untuk dibiayai, apakah kebijakan pengembangan pariwisata ini menjadi prioritas atau tidak. Namun demikian otoritas selanjutnya menjadi milik bersama dengan DPRD untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran ini dan juga menentukan prioritas- prioritas kegiatan yang disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD.
Pada tahapan ini maka menjadi tahapan kritis terjadinya tarik menarik kepentingan antara pemerintah dengan DPRD yang memiliki basis konstituen yang berbeda baik daerah pemilihan maupun “pasar” pemilih mereka. Tarik menarik kepentingan terjadi pada menu kegiatan pengembangan pariwisata yang akan dipilih dalam mengejawantahkan kebijakan pembangunan kepariwisataan. Pada proses pembahasan itu apabila telah mencapai titik temu dan disepakati bersama akan melahirkan dokumen KUA-PPAS yang dijadikan pedoman penyusunan RAPBD. Proses selanjutnya adalah penyusunan rancangan APBD yang juga masih kewenangan Bupati, maka pada tahapan ini pendekatan teknoratik dilakukan untuk menyusun RAPBD dan tentu juga pintu masuk kepentingan politik kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki kekuasaan di eksekutif. Kebijakan pengembangan pariwisata yang diterjemahkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing SKPD yang didalamnya juga memuat beberapa target indikator kinerja dari suatu kegiatan.
Rancangan APBD ini kemudian dibahas bersama DPRD, dan disini kekuasaan menjadi milik bersama pemerintah dan DPRD untuk melakukan pembahasan sekaligus menentukan dan memutuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai aktualisasi dari kebijakan pengembangan pariwisata. Maka dalam implementasinya, kebijakan yang diterjemahkan dalam berbagai kegiatan yang dibiayai APBD akan dipengaruhi oleh unsur kekuasaan yang memiliki kepentingan masing-masing pada berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta SKPD terkait.
Dari hasil wawancara dapat dianalisis, karena anggota legislatif juga memiliki hak budget maka pendekatan politis dalam menentukan sasaran tidak bisa diabaikan. Faktanya DPRD memiliki konstituen yang harus diperjuangkan aspirasinya sehingga kadang tidak lagi berfokus pada orientasi obyektif kepada tujuan dan sasaran pembangunan. hal ini bercampur dengan kepentingan kepala daerah, yang juga adalah pejabat politis. Musrenbang idealnya dilaksanakan berdasarkan pendekatan perencanaan bottom up yang dilakukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan.
Dampak baiknya adalah pada tahapan implementasi program pengembangan pariwisata ini akan didukung oleh elit yang memiliki kepentingan sejauh mana masyarakat menerima manfaatnya. Penting disini bahwa apabila sebuah kegiatan telah dirancang dengan jelas mulai dari nomenclaturnya maupun target kinerja dan sasarannya dalam kata lain memenuhi aspek pendekatan teknokratik dan bottom up secara lugas, maka pemilik kewenangan sekalipun susah untuk memberi pengaruh. Melihat hal tersebut maka titik strategis juga ada pada tataran pemerintah daerah yakni pada alur kebijakan pengembangan pariwisata yang sebagian besar dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan struktur, tugas pokok dan fungsi sudah sangat jelas dan mapan.
		Berdasarkan uaraian di atas, hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat belum efektif, yakni:
a.	Sasaran dan target strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, belum secara jelas dapat diukur.
b.	Sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan dalam mendukung pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata sangat minim.
c.	Koordinasi lintas dinas dan lintas stakeholders yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum terlaksana secara efektif.
d.	Komunikasi antar organisasi, SOP (Standar Operasional Prosedur), dan struktur kerja belum terlaksana secara efektif.
e.	Disposisi atau sikap para pelaksana berkaitan dengan pemahaman, kapabilitas, komitmen dan kualitas kepemimpinan didalam pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata belum optimal.
f.	Daya dukung lingkungan sosial, ekonomi dan politik melalui DPRD dan dukungan SKPD lain belum optimal.




4.2	Strategi kebijakan Yang Harus Dilakukan Agar Implementasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Efektif

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah tujuan wisata utama di Jawa Barat, dan termasuk ke dalam salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN). Sebelum menentukan strategi yang efektif dalam implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, maka langkah awal yang dilakukan peneliti adalah dengan menganalisis faktor internal dan faktor ekstemal strategi implementasi kebijakan pariwisata melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan acaman yang dihadapi oleh Kabupaten Pangandaran.
Model analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Dengan mengetahui faktor internal yaitu (kekuatan dan kelemahan), maka dapat mengurangi kelemahan dan pada saat yang sama dapat memaksimalkan kekuatan. Begitu pula dengan faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman, ketika ancaman dipekecil, maka dapat diperbesar dengan peluang. 

1.	Analisis Lingkungan Internal
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada lingkungan internal, dapat diidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, terkait dengan strategi impelementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas pemerintah daerah untuk mempengaruhinya.

2.	Analisis Lingkungan Eksternal
Seperti hal nya pada analisis lingkungan internal, maka analisis lingkungan eksternal juga terdiri atas dua faktor yaitu, faktor peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada diluar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya, atau paling tidak kemampuan pemerintah daerah untuk mempengaruhi faktor peluang dan ancaman adalah lebih terbatas dan perlu dihadapi secara terfokus dan bertahap.
Berdasarkan total skor yang dihasilkan oleh faktor peluang sebesar 1,796 dan faktor ancaman sebesar 1,182. Sehingga total skor keseluruhan analisis faktor strategi eksternal sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran adalah 2,978. Berdasarkan hasil dari pemberian bobot dan rating yang dilakukan melalui analisis SWOT IFAS dan EFAS, maka dapat diperoleh total nilai akhir dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :
Tabel 4.1
Rekapitulasi Hasil Perhitungan IFAS dan EFAS
No	Uraian	Total Nilai
1	Faktor EksternalPeluang (Opportunities) Ancaman (Threats)	1,7961,182
2	Faktor InternalKekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)	1,3691,616
Sumber: diolah peneliti. 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil perolehan skor kekuatan lebih besar dibanding kelemahannya. Begitu pula dengan perolehan skor peluang, lebih besar dibanding ancamannya.
	Opportunities – Threats 	= 1,796 – 1,182 = 0,614















































Sumber: diolah peneliti. 2017.

Gambar 4.1
Diagram Analisis SWOT Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran


Berdasarkan gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran berada di kuadran II, pada situasi yang sangat menguntungkan. Sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus ditetapkan dalam kuadran ini adalah mendukung strategi diversifikasi. 
Besar harapan Kabupaten Pangandaran mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain dalam pengembangan pariwisata. Ada keinginan dan semangat yang tinggi untuk melakukan berbagai program akselerasi pengembangan kepariwisataan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan secara arif potensi destinasi alam yang tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan.
Setelah diketahui faktor-faktor penghambat yang menyebabkan strategi implementasi kebijakan belum efektif sebagaimana hasil kajian analisis SWOT yang dilakukan peneliti di atas, selanjutnya peneliti mencoba memberikan alternatif solusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya untuk mencapai efektivitas strategi implementasi kebijakan pariwisata agar efektif yaitu melalui strategi Collaborative governance, sekaligus juga mencari titik lemah pelaksanaan strategi dilihat dari kerangka pikir collaborative governance yang dimaksud, untuk kemudian dicarikan alternatif strategi apa yang dapat dilaksanakan agar implementasi kebijakan pariwisata efektif.
Strategi Collaborative governance merupakan bentuk kemitraan tiga sektor antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan kebijakan pariwisata yang memungkinkan untuk diimplementasikan. Kemitraan tiga sektor pada umumnya didorong oleh pencampuran antara motif self-interest dengan keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ketiga sektor ini cendrung menyatakan bahwa kerjasama diantara mereka dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menjawab berbagai masalah sosial yang semakin kompleks dan tidak memungkinkan untuk diselesaikan oleh masing-masing institusi ataupun oleh kerjasama antara pemerintah dengan salah satu sektor lainnya.
Penerapan strategi collaborative governance membuka peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom termuda di Jawa Barat untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah-daerah otonom baru tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai. hal ini ditanggapi sebagai kemungkinan pemerintah daerah melakukan inisiasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta sebagai salah satu alternatif solusi bagi permasalahan sumber daya yang dihadapi, melalui konsep collaborative governance. 
Ada tiga hal yang mendorong pemerintah untuk melakukan strategi collaborative governance, terutama masalah keterbatasan sumber daya manusia maupun finansial, efisiensi dan efektivitas pemerintahan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Sebagai suatu daerah yang baru berkembang tentunya pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak dapat mengandalkan kinerja pengembangan pariwisata dengan mengandalkan sepenuhnya kepada sumber daya yang ada. Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran membutuhkan energi positif dari pihak swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga dalam bentuk soft skill, peningkatan kecakapan dan keterampilan sumber daya manusia untuk melakukan berbagai program akselerasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.
Konsep collaborative governance mempunyai cakupan lebih luas dibandingkan dengan kemitraan. Skala tertinggi dari collaborative governance adalah memiliki kesamaan pandangan dengan prinsip kemitraan. Oleh karena itu, secara konseptual dapat diasumsikan bahwa kemitraan merupakan capaian tertinggi dari tahapan collaborative governance. Model collaborative governance merupakan suatu proses yang diakhiri dengan terwujudnya kemitraan diantara para stakeholder sehingga kemitraan merupakan hasil final dari proses collaboratve governance.































Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pariwisata di  Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat belum efektif adalah:
a.	Sasaran dan target strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, belum secara jelas dapat diukur.
b.	Sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan dalam mendukung pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata sangat minim.
c.	Koordinasi lintas dinas dan lintas stakeholders yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum terlaksana secara efektif.
d.	Komunikasi antar organisasi, SOP (Standar Operasional Prosedur), dan struktur kerja belum terlaksana secara efektif.
e.	Disposisi atau sikap para pelaksana berkaitan dengan pemahaman, kapabilitas, komitmen dan kualitas kepemimpinan didalam pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata belum optimal.
f.	Daya dukung lingkungan sosial, ekonomi dan politik melalui DPRD dan dukungan SKPD lain belum optimal.
g.	Tidak terdapat kejelasan dan kepastian normatif menyangkut institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan wisata.





Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka saran akademik dari penelitian ini adalah :
1.	Diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif menyangkut strategi implementasi kebijakan pariwisata, terutama untuk menguji secara lebih cermat model implementasi yang direkomendasikan peneliti pada novelti penelitian, yakni variabel ”authority” dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. 
2.	Perlu dilakukan kajian kelembagaan dengan pola kemitraan yang bersifat permanen. Kajian dapat berupa desain dan struktur kelembagaan bagi pengelola pariwisata agar responsif terhadap perubahan dan dapat menjalin jejaring dengan berbagai stakeholder pariwisata. 
3.	Perlu juga dilakukan kajian kebijakan untuk memberi masukan pada pemerintah daerah guna memberikan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah pada pengelolaan pariwisata dengan melibatkan swasta dan masyarakat di Kabupaten Pangandaran. 

5.2.2	Saran Praktis
1.	Belum optimalnya keterlaksanaan strategi kebijakan pengembangan pariwisata diidentifikasi berasal dari faktor internal dan eksternal. Maka dengan hasil analisis tersebut secara eksplisit diperlukan penyusunan rencana strategis kepariwisataan sebagai pedoman dan arah pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, sehingga sasaran dan target kebijakan akan semakin jelas dan terukur.
2.	Diperlukan peningkatan kualitas dan intensitas pendidikan dan pelatihan profesi kepariwisataan bagi aparatur pariwisata serta stakeholders kepariwisataan, dengan kurikulum yang memuat standar kompetensi yang terukur, dimulai dari pembentukan mindset pariwisata hingga materi pendidikan dan pelatihan keprofesian di bidang pariwisata. 
3.	Perencanaan pengembangan pariwisata hendaknya melibatkan secara aktif stakeholders kepariwisataan dan masyarakat, sehingga perencanaan pengembangan yang terjadi merupakan dokumen perencanaan bersama antara pemerintah, sektor swasta dengan masyarakat. 
4.	Pemerintah daerah bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hendaknya menyusun dan merencanakan agenda kampanye pariwisata dan sosialisasi yang masiv terkait dengan sasaran dan target-target kebijakan, dalam berbagai forum yang secara khusus dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi kebijakan pariwisata, sehingga akan terbangun pemahaman yang sama diantara pemerintah daerah, lintas SKPD, SKPD terkait dan stakeholders kepariwisataan. 
5.	Hendaknya Dinas Pariwisata melakukan pengembangan potensi destinasi wisata andalan baru, sebagai alternatif kawasan wisata, sehingga pengembangan kawasan wisata tidak terpusat hanya di kawasan yang selama ini menjadi sektor andalan, yakni pantai pananjung.dan sekitarnya. 
6.	Pengembangan pariwisata hendaknya melibatkan secara aktif stakeholders kepariwisataan dan masyarakat, sehingga perencanaan pengembangan yang terjadi merupakan dokumen perencanaan bersama antara pemerintah, sektor swasta dengan masyarakat. 
7.	Diperlukan pemimpin yang visioner, penuh inisiatif dan inovasi, dan berkomitmen tinggi serta berani mengambil resiko yang terukur untuk memimpin pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.
8.	DPRD sebagai lembaga politik dan normatif, hendaknya membangun kesamaan visi dan persepsi serta pemahaman mendalam tentang konteks dan konten pembangunan inklusif yang mengedepankan sektor pariwisata sebagai basis pembangunan, sehingga dapat terbangun mindset kepariwisataan yang sama. Dengan demikian, sektor kepariwisataan akan menjadi sektor andalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
9.	Perlu ditetapkan Perda mengenai institusi otonom yang memiliki “authority” mutlak dalam pengelolaan kawasan wisata, sehingga regulasi kepariwisataan akan menjadi jelas dan memiliki kepastian hukum. 
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